
BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWTSI SELATAN'

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANCGARAN PENDAPATAN DAN T}ELANJA DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EISA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahtrn 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan tiaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima T\rnjangan Tahun 2024, trterlw menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemtrcrian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja tltara di Provinsi
Sulawesi Selatan (kmbaran I\[egara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi:r Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu:r 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonersia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberalra kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keqja Menjadi Undang-Undang (L:mbaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 202',3 Nomor 41,

Mengingat



Menetapkan

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 ter,tang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Per:Lsiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6911);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairrrana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam llegeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nonror 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun
Anggaran 2O24 (l*mbaran Daerah Kabupaten Tor4ja
Utara Tahun 2023 Nomor 3);

7 . Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah liabupaten Toraja
Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 22);

MEI\4UTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKIIIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PEI\IDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksu.d dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Torqia Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelerrggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah menurut a,sas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
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dalam Undang-Undang Dasar l{egara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupatr. sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahaJt yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wt*il Bupati serta
pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.

6. Anggota Dewan Perwakilan RaLTat Daerah yang
selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah Anggota
DPRD Kabupaten Tora-ia Utara.

7. Ca,lon Pegawai Negeri Sipil yang sel:rnjutnya disingkat
CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama
dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti
kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai
Negeri Sipil dengan gaji 1007o.

B. Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Keqja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian ke:r1'a untuk jangka
waktu tertentu dalam ralgka melaksanakan tugas
pemerintahan.

9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

(l) Pemberian Tunjangan Hari Raya darr Gaji Ketiga Belas
diberikan kepada;
a. PNS dan CPNS;
b. Bupati dan Wakil Bupati;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
d. PPPK.

(2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada pNS:

a. sedang cuti diluar tanggungan neg€Lra; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah

baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang
gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
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Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiS;a belas bagi PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,

terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan trmum; dan
e. tambahan penghasilan sebesar 109/o (sepuluh persen)

dari yang diterima dalam 1 (s,atu) bulan yang
disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal
Daerah.

(2) Dalam hal guru PNS yang gaji pokokrLya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah tidak
menerima tambahan penghasilan dari Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud padeL ayat (1) huruf e,

dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen)

dari tunjangan profesi guru yan€l diterima dalam
1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati
dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c, palilg banyak sebesar
akumulasi dari uang representasi, tu.njangan keluarga,
dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketigeL belas bagi CPNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a.80 o/o (delapan puluh persen) dari geji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan umum.

(6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketigrL belas bagi pppK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal :2 ayat (1) huruf d
terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan frngsional umum.
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(7) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)

bulan sebelum bulan Hari Raya sebaS;aimana dimaksud
pada ayat (1) belum dibayarkan selcesar penghasilan
yang seharusnya diterima kar,:na berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan Tunjangan Hari RzLya.

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 2 dibayarkan paling cepat 10 (s,epuluh) hari ke{a
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya seballaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarka;e, Tunjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
besaran komponen penghasilan yang, dibayarkan pada
bulan Maret Tahun 2024.

(4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dibayarkan paling cepat pada bulan Jr.rni Tahun 2024.

(5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

(6) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

besarannya yaitu sebesar penghasilern 1 (satu) bulan
pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 5

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

Pendalaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas bersumber dari Anggaran Pendapra.tan dan Belanja
Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai b,:rlaku, peraturan
Bupati Tor4ja Utara Nomor 4 Tahun 20113 tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023 Nomor 4), dicabut dan ,lilyaakan tidak
berlaku.
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Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 8

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
2,7 Maret 2024P4

A UTARA,

,t lr:

BASSANG

Diundangkan di Raltepao
pada tanggal 27 Maret 2024

S DAERAH
TORAJA

ANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4.
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